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PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 6 TAHUN 2006 
 

TENTANG 
 

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2005 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 
 
Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan 

perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat; 

  b. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b 
tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2005. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1106); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048);  

  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851; 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389);
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  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 

  13. Peraturan Pemerintah 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4027); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4026); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

  20. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003; 

  21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 

  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 
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  23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) 
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2001 Seri D Nomor 
48); 

  24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12); 

  25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2005 Seri D 
No. 1); 

  26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 
Tahun 2005). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
dan 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005. 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah, adalah Daerah Provinsi Kalimantan. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam 
kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat sebagai APBD, adalah 
suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 
tentang APBD. 

7. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran dimana setiap alokasi anggaran 
yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan/atau hasil yang 
diharapkan dapat dicapai. 

8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu 
dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah. 


